

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG
Jl. Kapten Piere Tendean No. 44 Desa Banjardawa 

Kecamatan Taman 52361

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN

NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN  PEMILIH 
PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA,
Menimbang
: a.   bahwa guna mewujudkan pelaksanaan pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan Kepala Desa memerlukan Tata Cara Pendaftaran  Pemilih Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardawa 4 Juli 2018. Nomor : 141/04/PANPIL/VII/2018 Tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa Banjardawa, Panitia Pemilihan Telah Melaksanakan Rapat Dalam Rangka Penyusunan Tata Cara Pendaftaran  Pemilih Pemilihan Kepala Desa Banjardawa;
c. bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun  2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, Panitia Pemilihan wajib dan bertugas menyusun dan menetapkan tata cara Pendaftaran  Pemilih;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Kepala Desa Banjardawa Tentang Tata Cara Pendaftaran Pemilih Pemilihan Kepala Desa Banjardawa.
Mengingat
:
1.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun  2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pemalang  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala        Desa;
4. Peraturan  BPD Desa Banjardawa Kecamatan Taman Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Khusus Pemilihan Kepala Desa Banjardawa;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Bupati adalah Bupati Pemalang.
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa; 
10. Bakal Calon adalah penduduk Desa warga negara Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Kepala Desa dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan.
11. Putra Desa adalah seseorang yang lahir dan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
14. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS. 
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa pada beberapa Desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama.
17. Sumpah/ Janji adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.
18. Hari adalah hari kerja Pemerintah Kabupaten Pemalang atau pemerintah Desa.
BAB II
PENETAPAN PEMILIH
Pasal 2
(1) Untuk keperluan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan menetapkan DPT.
(2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama-nama penduduk warga Desa yang mempunyai hak memilih.
Pasal  3 
(1) Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah mempunyai hak memilih.
(2) Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hak memilihnya apabila:
a. terdaftar dalam DPT.
b. Berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk Desa BANJARDAWA secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus sebelum disahkannya DPS dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya.
(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan  ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
BAB III
PENDAFTARAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
Pasal 4 
(1) Untuk keperluan penyusunan DPS, Panitia Pemilihan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai dengan data penduduk wajib KTP elektronik.
(2) Data penduduk wajib KTP elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk hardcopy dan softcopy diperoleh dari Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi kependudukan yang disampaikan kepada Kepala Desa.
(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/ pernah menikah;
c. telah meninggal dunia;
d. pindah domisili ke desa lain; atau
e. belum terdaftar.
(4) pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan.
(5) Warga Desa wajib berperan aktif dalam pengecekan kembali atau pendaftaran pemilih.
(6) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.
Pasal 5 
(1) Penduduk Desa yang memiliki Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk dan memenuhi syarat memilih, didaftar oleh Pantia Pemilihan dalam DPS.
(2) Selain Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga dapat menunjukan salah satu bukti asli berupa:
a. Kutipan Akta Nikah bagi yang belum berumur 17 tahun
b. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bagi yang dicabut hak pilihnya.
(3) Pemilih yang belum terdaftar DPS, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/ Rukun Warga/Petugas Pendaftaran Pemilih.
(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(5) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT.
Pasal 6 
(1) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/atau panitia pemilihan.
(2) Dalam hal ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".
(3) Warga Desa yang tidak masuk DPT karena kekeliruan teknis dan akibat kekurangcermatan petugas pendaftar dan/atau Panitia Pemilihan yaitu warga terdaftar dalam DPS atau DPS Akhir namun tidak tercantum dalam DPT, dikembalikan haknya dengan dicantumkan dalam DPT dan disahkan kembali oleh Panitia Pemilihan dan Camat.
(4) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan Panitia Pemilihan dan Camat disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
Pasal 7 
Warga Desa yang tidak memenuhi syarat memilih namun masih terdaftar dalam DPT, tidak diperbolehkan memberikan suara pada pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa.
Pasal 8 
(1) Dalam hal seseorang yang mempunyai tempat tinggal lebih 
dari satu Desa, maka penetapan hak memilih dan dipilih seseorang dilihat status kependudukan terakhir yang dimiliki, dibuktikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
(2) Penduduk warga Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk lebih dari satu, maka untuk menggunakan hak memilih dan/ atau dipilih yang digunakan status kependudukan terakhir yang dimiliki, dibuktikan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
(3) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Kartu Keluarga yang masih berlaku dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
Pasal 9 
(1) Untuk keperluan pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan pendaftaran pemilih oleh petugas pendaftar yang ditunjuk oleh Panitia Pemilihan dengan cara:
a. pendaftaran dari rumah ke rumah; dan/atau 
b. pemutakhiran dan validasi data penduduk wajib KTP elektronik dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan dengan melibatkan Rukun Tetangga dan/ atau Rukun Warga.
(2) Nama-nama penduduk Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut Kartu Keluarga atau abjad di dusun masing-masing dalam DPS dan diurutkan sesuai angka serta Nomor Induk Penduduk.
BAB IV
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH
Pasal 10
(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, kemudian diumumkan kepada masyarakat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan cara dipasang di tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat pada tiap dusun, Kantor Kepala Desa dan Sekretariat Panitia Pemilihan serta disampaikan kepada Bakal Calon atau Calon.
(2) Dalam hal terdapat usul dan saran perbaikan atau ditemukan kekeliruan, maka DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbaiki selanjutnya ditetapkan menjadi DPS Akhir dan diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. 
(3) Dalam hal tidak terdapat usul dan saran perbaikan, maka DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung ditetapkan menjadi DPS Akhir dan diumumkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari. 
(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditujukan untuk memberi kesempatan kepada penduduk Desa setempat untuk melaksanakan kewajiban berperan aktif dalam pendaftaran pemilih berupa menyampaikan usul dan saran perbaikan kepada Panitia Pemilihan. 
(5) Usul dan saran perbaikan DPS yang diajukan melewati waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak akan dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil pemilihan. 
(6) Panitia Pemilihan mempertimbangkan usul dan saran perbaikan DPS Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk diperbaiki dan selanjutnya ditetapkan menjadi DPT dibuat rangkap 4 (empat), selanjutnya disahkan oleh Panitia Pemilihan dan Camat. 
(7) DPT yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan Camat disimpan oleh Panitia Pemilihan untuk keperluan pemungutan suara.
(8) Format DPS/ DPS Akhir/ DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Panitia ini. 

BAB V
PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP
Pasal 11 
(1) Warga Desa yang pindah penduduk keluar Desa, meninggal dunia, diangkat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tidak memenuhi persyaratan memilih setelah DPT disahkan oleh Panitia Pemilihan dan  Camat, namanya dicoret dari DPT dan yang bersangkutan tidak diberi undangan.
(2) Warga Desa yang tidak masuk DPT karena kekeliruan teknis yaitu warga terdaftar dalam DPS atau DPS Akhir namun tidak tercantum dalam DPT, dikembalikan haknya dengan dicantumkan dalam DPT dan dimintakan pengesahan kembali oleh Panitia Pemilihan dan Camat.
Pasal 12 
Warga Desa yang tidak memenuhi syarat memilih antara lain karena terbukti:
a. belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah menikah;
b. memiliki Kartu Keluarga dan/ atau Kartu Tanda Penduduk Desa lain;
c. penduduk warga Desa lain;
d. sudah diangkat menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
e. telah dicabut hak pilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 13
(1) Penduduk warga Desa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk ganda berupa Kartu Tanda Penduduk Nonelektronik dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka untuk menggunakan hak memilih dan/ atau dipilih yang digunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Status kependudukan yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi persyaratan terdaftar dan bertempat tinggal yang bersangkutan, 1 (satu) tahun bagi warga yang menggunakan hak dipilih dan 6 (enam) bulan bagi warga yang menggunakan hak memilih.
BAB VI
PETUGAS PENDAFTAR
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugas pendaftaran pemilih, Panitia Pemilihan dibantu Petugas Pendaftar penduduk.
(2) Petugas penduduk penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari wilayah RT/RW yang bersangkutan yang memahami atau mengetahui keberadaan, status dan domisili warga yang dicacah.
(3) Penunjukan petugas pendaftar penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
Pasal 15
(1) Dalam melaksanakan tugas mendaftar penduduk, petugas pendaftar wajib mendatangi rumah warga penduduk desa untuk dilakukan pendataan dan pendaftaran pemilih.
(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan daftar anggota keluarga.
(3) Berdasarkan daftar anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) petugas pendaftar melakukan pendaftaran pemilih bagi penduduk warga desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
BAB V
PENGECEKAN KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
Pasal 16
(1) Petugas pendaftar penduduk melakukan pengecekan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik warga yang memiliki hak memilih.
(2) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pendaftaran penduduk.
(3) Warga yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dicatat dalam catatan tersendiri dan dilaporkan ke Panitia Pemilihan.
(4) Panitia Pemilihan melaporkan kepada Pemerintah Desa untuk difasilitasi pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Pada saat Peraturan Panitia ini mulai berlaku, maka semua Peraturan Panitia yang mengatur mengenai Pendaftaran Pemilih yang telah ada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 18
Pelaksanaan pendaftaran pemilih pemilihan kepala desa berpedoman pada peraturan panitia ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Peraturan panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	
	Ditetapkan di BANJARDAWA
pada tanggal 4 Juli 2018


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
	KETUA

MUHAMMAD YUSUF, SE.,M.Si
	SEKRETARIS

IIN NURINA PUTRI, ST 


LAMPIRAN 
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN
NOMOR 
:  3 TAHUN 2018
TENTANG
:
TATA CARA PENDAFTARAN  PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN
A. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN TAHUN 2018
	NO
	NAMA PEMILIH 
	NIK
	L/ P
	TANGGAL LAHIR
	ALAMAT
	KET
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BANJARDAWA, ... (tanggal, bulan, tahun)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
	KETUA
MUHAMMAD YUSUF, SE.,M.Si
	SEKRETARIS
IIN NURINA PUTRI, ST


B. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA AKHIR (DPS AKHIR)
 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA AKHIR
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN TAHUN 2018
	NO
	NAMA PEMILIH
	NIK
	L/ P
	TANGGAL LAHIR
	ALAMAT
	KET
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BANJARDAWA, ... (tanggal, bulan, tahun)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
	KETUA
MUHAMMAD YUSUF, SE.,M.Si
	SEKRETARIS
IIN NURINA PUTRI, ST


C. DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA BANJARDAWA KECAMATAN TAMAN TAHUN 2018
	NO
	NAMA PEMILIH
	NIK
	L/ P
	TANGGAL LAHIR
	ALAMAT
	KET
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	Jumlah Halaman ini
	

	
	
	
	
	
	Jumlah s/d Halaman sebelumnya
	

	
	
	
	
	
	Jumlah s/d halaman ini 
	


MENGESAHKAN
TAMAN, ... (tanggal, bulan, tahun)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA BANJARDAWA
KECAMATAN TAMAN
	KETUA
MUHAMMAD YUSUF, SE.,M.Si
	SEKRETARIS
IIN NURINA PUTRI, ST


CAMAT TAMAN
 ……………
...(Pangkat)
NIP. ...
